PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 1995
TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Menimbang :

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan salah

satu sumberdaya kesehatan yang sangat besar arti dan manfaatnya

untuk mendukung pembangunan kesehatan;

. bahwa untuk kepentingan pembangunan kesehatan guna

meningkatkan kemampuan nasional, maka penelitian dan
pengembangan kesehatan dan penerapannya perlu ditata dan
dimantapkan pengel olaannya;

. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b serta sebagai

pelaksanaan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penelitian dan Pengembangan K esehatan;

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495);

MEMUTUSKAN:...
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Penelitian dan pengembangan kesehatan adalah kegiatan ilmiah
yang dilakukan menurut metode yang sSistimatik untuk
menemukan informasi ilmiah dan/atau teknologi yang baru,
membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis sehingga
dapat dirumuskan teori atau suatu proses gejala alam dan/atau
sosia di bidang kesehatan, dan dilanjutkan dengan menguji
penerapannya untuk tujuan praktis di bidang kesehatan.

Penyelenggara peneliti dan pengembangan kesehatan adalah
setiap peneliti, lembaga atau badan hukum baik milik Negara
maupun Swasta, yang menyelenggarakan penelitian dan

pengembangan kesehatan.

Peneliti adalah setiap orang yang bertugas melakukan penelitian
dan pengembangan kesehatan.

4.  Penerapan...
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4. Penerapan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan adalah
setigp kegiatan untuk memanfaatkan atau menggunakan hasil
penelitian dan pengembangan kesehatan bagi kepentingan
praktis.

5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
K esehatan.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2
Penelitian dan pengembangan kesehatan bertujuan untuk memberikan
masukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan lain yang
diperlukan untuk menunjang pembangunan kesehatan dalam rangka
mewujudkan dergjat kesehatan masyarakat yang optimal.

BAB Il

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN

Pasal 3

Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan oleh
penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 4...
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Pasal 4

Penelitian dan pengembangan kesehatan  dilaksanakan

berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar profes penelitian
kesehatan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Penelitian dan pengembangan kesehatan dapat dilakukan
terhadap manusia atau mayat manusia, keluarga, masyarakat,

hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik, atau lingkungan.

Pelaksanaan  penelitian dan  pengembangan  kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penerapannya
dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam

masyarakat serta upaya pelestarian lingkungan.

Pasal 6

Daam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan

kesehatan, penyelenggara penelitian dan pengembangan

kesehatan dapat:

a. mengirim spesimen ke lembaga penelitian dan pengembangan
kesehatan ke luar negeri untuk penelitian dan pengembangan

lebih mendalam sepanjang hal tersebut tidak mampu
dilaksanakan di dalam negeri;

b. memasukkan...
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b. memasukkan spesimen dan/atau sarana penelitian dan
pengembangan kesehatan dari luar negeri untuk keperluan

penelitian dan pengembangan kesehatan.

(2) Syarat dan tata cara pengiriman spesimen ke atau dari luar negeri

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Penelitian dan pengembangan kesehatan dapat diselenggarakan oleh
lembaga asing, atau melibatkan peneliti asing, atau kerjasama dengan
lembaga asing yang memenuhi persyaratan, dilakukan atas dasar ijin
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang penelitian bagi orang asing.

BAB IV
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN TERHADAP MANUSIA

Pasal 8

(1) Penelitian dan pengembangan kesehatan terhadap manusia hanya
dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari manusia yang

bersangkutan.

(2) Persetujuan tertulis dapat pula dilakukan oleh orang tua atau ahli
warisnya apabila manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

a tidak...



